ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 yang
mengimplementasikan aturan presidential threshold menurut Undang-Undang No.
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memunculkan pihak kontra dengan
alasan adanya hak partai politik yang tidak dapat dipenuhi karena tidak dapat
mengusungkan calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan untuk
memahami mengenai presidential threshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum masih relevan untuk diimplementasikan pada
pemilu serentak 2024 serta mengenai konsep presidential threshold yang lebih baik
untuk diimplementasikan pada pemilu serentak yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi
penelitian deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan berjenis data sekunder serta
menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis dilakukan
terhadap data sekunder menurut norma atau kaidah hukum yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini yaitu pemilu serentak 2024 masih
mengimplementasikan presidential threshold karena Undang-Undang No. 7 Tahun
2017 masih diberlakukan sebagai peraturan penyelenggaraan pemilu, yang menurut
berbagai pihak sudah tidak relevan untuk diimplementasikan dengan alasan banyak
partai yang tidak bisa memenuhi persentase presidential threshold untuk
mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Presidential threshold yang lebih
baik untuk diimplementasikan pada pemilu serentak yang akan datang yaitu dengan
menurunkan persentase ke angka 5% hingga 10% agar memberikan hak partai
politik yang belum memenuhi persentase serta memberikan pilihan yang lebih
bervariasi kepada masyarakat, tanpa menghilangkan tujuan presidential threshold
yaitu untuk menguatkan sistem presidensial.
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